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Abstrak

Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII)
merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keadilan
sosial serta memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang lemah dan termarginalkan. Untuk
membekali para anggota LBH PB PMII menjalankan roda organisasi maka dibutuhkan pelatihan pemahaman
tentang pengetahuan bantuan hukum structural. Pelatihan dilaksanakan selama satu hari dengan melibatkan
21 kader LBH PB PMII. Pelatihan dilakukan menggunakan metode ceramah, kuis dan studi kasus dengan
didampingi oleh fasilitator. Hasil pelatihan menunjukan adanya peningkatan kapasistas pengetahuan kader
secara deskriptif, dengan 90% peserta memahami makna bantuan hukum structural.
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Abstract

The Legal Aid Institute of the Indonesian Islamic Student Movement (LBH PB PMII) is a legal aid
organization that plays a strategic role in fighting for social justice and providing legal assistance to vulnerable
and marginalized communities. To equip LBH PB PMII members to run the organization, training is needed to
understand structural legal aid. The training was held for one day and involved 21 LBH PB PMII cadres. The
training used lectures, quizzes, and case studies, assisted by a facilitator. The training results showed an
increase in the cadres' knowledge capacity descriptively, with 90% of participants understanding the meaning
of structural legal aid.

Kata Kunci: LBH, PMII, Structural Legal Aid

1. PENDAHULUAN

Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH
PB PMII) memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial serta memberikan
pendampingan hukum kepada masyarakat yang lemah dan termarginalkan. PMII mempunyai
kewajiban moral untuk melakukan advokasi-advokasi kepada Masyarakat karena sejarahnya
PMII merupakan organisasi yang terlibat aktif dalam arus perubahan di Indonesia(Annisa
Almadhani br Sembiring & Achiriah, 2025).

Dalam konteks tersebut, salah satu bentuk nyata pengabdian PMII adalah memberikan
perlindungan dan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami musibah, baik akibat
bencana alam, konflik sosial, maupun berbagai persoalan kemanusiaan lainnya. Kehadiran PMII
di tengah masyarakat terdampak tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan material,
tetapi juga melalui penguatan solidaritas sosial, pendampingan psikososial, advokasi hak-hak
korban, serta upaya pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Dengan semangat khidmah dan kemanusiaan, PMII berupaya menjadi bagian dari solusi
atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus meneguhkan perannya sebagai
organisasi kader yang berkomitmen terhadap nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan
kemanusiaan. Wajibnya pengabdian mahasiswa kepada masyarakat menimbulkan kewajiban
pula dalam terbentuknya pergerakan mahasiswa sebagai wadah mahasiswa untuk menjadi wakil
bagi rakyat menyampaikan aspirasi mereka.
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Perlu diketahui juga UU Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum adalah jasa
hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima
Bantuan Hukum, yaitu orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah
lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum
berdasarkan Undang- Undang (Sutiyoso et al., 2023).

Oleh karena itu untuk membenahi pemahaman anggota di organisasi bantuan hukum
maka diperlukan adanya pemahaman tentang Bantuan Hukum Struktural. Pengetahuan bantuan
hukum struktural diperlukan bagi organisasi bantuan hukum karena bergerak dalam bidang
layananan sosial yang bergerak dalam ruang lingkup hukum. sedangkan pelayanan hukum
mempunyai peranan penting dalam masyarakat.(Drs. Mulyana W. Kusumah, 2026).

Pada dasarnya bantuan hukum struktural harus dipahami oleh pegiat bantuan hukum
supaya memahami akar masalah ketidaadilan, memperluas peran advokasi hukum dan untuk
memberdayakan masyarakat (Pendidikan hukum bagi masyarakat). Karena para pegiat
pendekatan hukum dalam melaksanakan kerja - kerja layanan tersebut harus menggunakan
pendekatan yang berbeda dengan kantor hukum yang orientasinya adalah profit. Sehingga
pendekatan nomratif tidak cukup untuk mengatasi akar ketidakadilan(Rizka Ameilia et al., 2025).

Pentingnya pemahaman mengenai bantuan hukum struktural harus dilakukan oleh semua
organisasi bantuan hukum, tidak terkecuali oleh LBH PB PMII, karena lembaga bantuan hukum
merupakan lembaga independen yang beroperasi di luar struktur pemerintahan formal. Dan
bertanggung jawab atas penegakan hukum (Hasan & Renaldy, 2025).

Namun, pada waktu pengabdi melakukan diskusi dengan pengurus LBH PB PMII ternyata
anggota LBH PB PMII masih banyak yang belum memahami arti pentingnya bantuan hukum
struktural. Oleh karena itu pengabdi dan LBH PB PMII mempunyai kesepakatan untuk melakukan
pelatihan guna peningkatan pemahaman makna bantuan hukum.

Pelatihan pemahaman tentang bantuan hukum struktural ini diharapkan mampu
meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengurus serta anggota LBH PB PMII, terbentukan
kader-kader paralegal dan advokat muda PMII yang memiliki kompetensi dasar dalam melakukan
pendampingan hukum, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan masyrakat dalam menghadapi
persoalan hukum (Sitompul et al.,, 2020).

2. METODE

2.1. Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan kegiatan ini diawali dengan pembentukan panitia pelaksana yang di
dalamnya terdiri dari tim Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga
anggota LBH PB PMII. Panitia yang dibentuk mempunyai tanggung jawab dalam perencanaan,
koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan. Panitia kemudian menyusun kerangka acuan kegiatan
(term of reference) yang memuat tujuan, sasaran peserta, materi pelatihan, jadwal kegiatan, serta
output yang diharapkan. Dan terjadilah kesepakatan pelatihan diadakan pada hari Jumat 6 Maret
2026 bertempat di Pondok Rangi Resto & Coffe Rawasari (Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

2.2. Metode Pelatihan

pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran partisipatif
memnggunakan metode quiz dengan diawali dengan pemberian pre-test. Setelah pre-test
dilaksanakan kemudian dibahas dengan menggunakan metode ceramah, studi kasus dan untuk
mengukur pemahaman peserta maka dilanjutkan dengan pemberian post test (Ina Magdalena et
al.,, 2021)

2.3. Pelaksanaan Kegiatan

Peksanaan kegiatan diadakan selama satu hari yakni pada hari jumat 6 Maret 2026 di
Pondok Rangi Resto & Coffe Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadwal kegiatan bisa dilihat
dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 1. Jadwal Kegiatan

Waktu (WIB) Kegiatan Penanggung Jawab

09.30-10.00  Regristasi Peserta Panitia

10.00-10.30  Sambutan Direktur LBH PB PMII
Ketua Pengabdi FH Unusia

10.30-11.00  Pre-Test Pengabdi

11.00-12.00  Materi I: Konsep Dasr Bantuan Hukum Narasumber

12.00-13.30  Istirahat dan Sholat Panitia

13.30-14.30  Diskusi dan Studi Kasus Fasilitator

14.30-15.30  Materi II:  Setrategi Advokasi dan Narasumber
Pendampingan Kasus Dalam Bantuan
Hukum Struktural

15.30-16.00 Istirahat dan Sholat Panitia
16.00-17.00  Diskusi dan Studi Kasus Fasilitator
17.00-18.00  Post-tes Fasilitator
18.00-selesai  Penutupan dan buka bersama panitia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan pemahaman Bantuan Hukum Struktural kepada 21 (dua puluh satu) anggota
LBH PB PMII dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu pre-test,
ceramah, diskusi, dan post-test. Alasan kenapa harus menggunakan metode tersebut karena
kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta secara
bertahap, yaitu pre-test, ceramabh, diskusi, dan post-test. Tahap pertama diawali dengan pre-test
untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta terkait materi yang akan diberikan. Hasil pre-
test menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta sekaligus mengukur
efektivitas kegiatan pelatihan (Erma Noor Wahyuningsih & Suci Dwi Handayani, 2024).

Metode pelatihan tersebut digunakan untuk mengintegrasikan pre-test, penyampaian
materi, diskusi interaktif, dan post-test. Pre-test dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat
pemahaman awal peserta terhadap materi yang akan dibahas. Selanjutnya, materi disampaikan
melalui metode ceramah yang memberikan kerangka konseptual dan pengetahuan dasar. Untuk
memperkuat pemahaman, peserta dilibatkan dalam sesi diskusi sehingga dapat bertukar
pengalaman, mengemukakan pendapat, serta mengkritisi berbagai persoalan yang relevan. Pada
akhir kegiatan, post-test dilaksanakan untuk mengukur tingkat peningkatan pengetahuan peserta
setelah mengikuti pelatihan. Rangkaian metode ini memungkinkan proses pembelajaran
berlangsung secara terukur, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas peserta

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan pre-test yang bertujuan untuk mengukur
tingkat pengetahuan awal peserta terkait konsep bantuan hukum struktural, prinsip-prinsip
advokasi, serta peran lembaga bantuan hukum dalam memperjuangkan keadilan bagi
masyarakat. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki
pemahaman yang terbatas mengenai konsep bantuan hukum struktural, terutama terkait
pendekatan advokasi yang tidak hanya bersifat litigasi tetapi juga mencakup upaya
pemberdayaan masyarakat dan perubahan struktur sosial yang tidak adil.

Pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta ini menjadi tolok ukur bagi pengabdi untuk
menyusun strategi teknik ceramah yang dibawakan oleh narasumber. Strategi seperti ini penting
untuk dipilih supaya pembelajaran terukur (Yofran Hengki Ndoluanak et al., 2023). Hal ini
dilakukan untuk menyesuaikan tingkat pemahaman peserta. Dan setelah ceramah dilakukan
kemudian diakhiri dengan pemberian post-test. Metode ini dilakukan disetiap sesi meteri yang
diberikan oleh narasumber (Al Muhandis & Riyadi, 2023).

Setelah pelaksanaan pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan metode ceramah yang
disampaikan oleh narasumber. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan secara komprehensif
mengenai pengertian bantuan hukum struktural, dasar hukum bantuan hukum di Indonesia, serta
strategi advokasi yang dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum. Metode ceramah digunakan
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untuk memberikan pemahaman konseptual dan kerangka teoritis kepada peserta agar memiliki
landasan yang kuat dalam memahami peran bantuan hukum struktural.

Metode ceramah memiliki banyak manfaat, meskipun demikian juga ada kelemahannya.
salah satu kelemahan dalam metode cermah adalah menciptakan pembelajaran yang bersifat satu
arah. Hal ini terjadi karena komunikasi didominasi oleh pemateri sebagai sumber utama
informasi, sementara peserta hanya berperan sebagai penerima informasi. Keterbatasan ruang
interaksi dan partisipasi aktif peserta dapat menyebabkan rendahnya keterlibatan peserta dalam
proses pembelajaran, sehingga efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran menjadi kurang
optimal, terutama untuk materi yang membutuhkan analisis, pemecahan masalah, dan
pengembangan keterampilan praktis(Apit Dulyapit & Samih Lestari, 4 C.E.).

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta dan
narasumber. Dalam sesi diskusi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pertanyaan, pandangan, serta pengalaman yang berkaitan dengan praktik bantuan hukum yang
pernah dilakukan oleh anggota LBH PB PMII.

Praktik bantuan hukum yang pernah dilakukan oleh LBH PB PMII yang dibahas dalam
diskusi adalah advokasi masyarakat terkait dengan dugaan perusahaan ilegal yang mempunyai
dampak lingkungan. Studi kasus tersebut dijadikan bahan untuk menganalisis posisi bantuan
hukum struktural berada di posisi mana. Diskusi ini menjadi ruang refleksi bagi peserta untuk
mengaitkan materi yang disampaikan dengan realitas kasus-kasus hukum yang sering dihadapi
oleh masyarakat, seperti persoalan ketenagakerjaan, konflik agraria, maupun akses terhadap
keadilan bagi kelompok rentan. Melalui diskusi tersebut, terjadi pertukaran gagasan yang
memperkaya pemahaman peserta tentang strategi advokasi yang lebih efektif dan berorientasi
pada perubahan sosial (Janah & Maftuhah, 2023).

Melalui sesi diskusi interaktif dalam Pelatihan Bantuan Hukum Struktural bagi anggota
LBH PB PMII, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai konsep dan strategi
advokasi, tetapi juga terlibat aktif dalam pertukaran gagasan, pengalaman, serta praktik terbaik
dalam menangani berbagai persoalan hukum di masyarakat. Diskusi tersebut menjadi ruang
refleksi dan pembelajaran bersama yang memperkaya perspektif peserta mengenai pentingnya
advokasi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus individual, tetapi juga
mendorong perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, peserta
mampu merumuskan strategi advokasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berpihak pada
kelompok masyarakat yang rentan serta termarginalkan.

Pada akhir kegiatan, peserta diberikan post-test dengan materi yang serupa dengan pre-
test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Hasil post-
test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan dibandingkan dengan hasil
pre-test. Hal ini menunjukkan bahwa metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi interaktif
mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan praktik bantuan hukum
struktural.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini
memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas peserta khususnya terkait dengan
subjek yang diberikan atau didampingi oleh LBH PB PMII dalam mengatasi pernasalahan hukum
yang didertianya. Dilain itu peserta juga mengalami peningkatan terkat dengan pemahaman
tentang peran strategis LBH PB PMII dalam mendorong keadilan sosial.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

No Katagori Penilaian Pre-Test presentase Post-Test presentase
(Sebelum (Setelah
Pelatihan) Pelatihan)
1 Peserta memahami 8 orang 38% 19 orang 90%
materi
2 Peserta belum 13 orang 62% 2 orang 10%
memahami
Total Jumlah Peserta 21 orang 100% 21 orang 100%
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Pre-test menunjukkan bahwa sebelum pelatihan hanya 8 peserta (38%) yang telah
memiliki pemahaman awal tentang Bantuan Hukum Struktural. Pemahaman dasar tentang
bantuan hukum struktual yang dimaksud adalah peserta memahami yang dibutuhkan oleh rakyat
miskin bukanlah sekedar kebutuhan akan hak-hak baru sebagaimana disebutkan dalam
perundang - undangan (hukum in abstracto), akan tetapi kebutuhan-kebutuhan akan sumber-
sumber daya yang berupa upaya hukum, yang akan dapat digunakan untuk merencanakan
realisasi hak-hak baru.

Gambar 1. Fasilitator Mmbacakan Soal Pre-test

Pengetahuan terkait dengan bantuan hukum sturktural itu penting bagi para anggota LBH
karena penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum
merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi
negara hukum untuk melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses
keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) (Sutiyoso et
al.,, 2023).

Bantuan hukum juga merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusional
tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap. Pembelaan hukum kepada kesalahan tersangka/terdakwa melainkan untuk
membela hak-hak hukum seorang tersangka/terdakwa supaya terhindar dari perlakuan dan
tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Hukum harus
diterapkan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya, dan jangan sampai
orang yang tidak bersalah dikenakan hukuman atau memberikan hukuman melebihi
kesalahannya.

Pernyataan bahwa rakyat miskin tidak hanya membutuhkan pengakuan hak-hak baru
dalam peraturan perundang-undangan (law in abstracto), tetapi juga membutuhkan sumber daya
untuk merealisasikan hak-hak tersebut (law in concreto), karena gerakan bantuan hukum di
Indonesia merupakan inisitaif yang didirkan dengan tujuan akses keadilan serta perlindungan
hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, bukan hanya dari segi finansial
saja (Ningtyas et al., 2023).

Sejalan dengan gagasan Bantuan Hukum Struktural. Konsep ini berkembang dari kritik
terhadap sistem hukum yang secara normatif memberikan perlindungan yang sama kepada setiap
warga negara, tetapi dalam praktiknya sering kali tidak dapat diakses oleh kelompok masyarakat
miskin dan marginal.

Bantuan hukum struktural memandang bahwa persoalan hukum yang dihadapi
masyarakat miskin bukan hanya masalah individual, melainkan juga berkaitan dengan
ketimpangan struktur sosial, ekonomi, dan politik (Said et al., 2025). Oleh karena itu, penyelesaian
masalah hukum tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan hukum secara kasuistik di
pengadilan, tetapi harus disertai dengan upaya yang lebih luas seperti pemberdayaan masyarakat,
advokasi kebijakan, serta perubahan struktur yang menyebabkan ketidakadilan.

Dalam perspektif ini, bantuan hukum berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang
memungkinkan masyarakat miskin memperoleh akses terhadap sumber daya hukum, memahami
hak-haknya, serta memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya (Fitria Dewi Navisa, 2025).
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Dengan demikian, Bantuan Hukum Struktural berupaya menjembatani kesenjangan antara
hukum yang tertulis dalam peraturan (law in abstracto) dengan realitas pelaksanaan hukum di
masyarakat (law in concreto).

Bantuan Hukum Struktural merupakan pendekatan bantuan hukum yang tidak hanya
berfokus pada penyelesaian perkara hukum secara individual, tetapi juga berupaya mengatasi
akar persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan di masyarakat. Dalam perspektif ini,
BHS berfungsi sebagai jembatan antara hukum yang tertulis dalam berbagai peraturan
perundang-undangan (law in abstracto) dengan kenyataan pelaksanaan hukum yang dialami
masyarakat sehari-hari (law in concreto). Meskipun berbagai peraturan telah menjamin hak-hak
warga negara, dalam praktiknya masih sering ditemukan kesenjangan akibat faktor kemiskinan,
ketimpangan akses terhadap keadilan, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya relasi
kekuasaan yang tidak seimbang.

Melalui pendekatan Bantuan Hukum Struktural, pendampingan hukum tidak hanya
diarahkan pada pembelaan terhadap korban atau pencari keadilan, tetapi juga mendorong
perubahan sosial yang lebih luas melalui advokasi kebijakan, pendidikan hukum masyarakat,
pengorganisasian komunitas, serta penguatan kapasitas kelompok-kelompok rentan. Dengan
demikian, hukum tidak berhenti sebagai norma yang tertulis di atas kertas, melainkan benar-
benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. BHS berupaya memastikan bahwa nilai-
nilai keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dapat
diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial, sehingga hukum berfungsi sebagai instrumen
pemberdayaan masyarakat dan sarana transformasi sosial yang berkeadilan.

Apabila menggunakan pendekatan tersebut, maka hukum tidak lagi hanya dipahami
sebagai kumpulan norma yang bersifat formal, tetapi sebagai alat transformasi sosial yang dapat
mendorong terciptanya keadilan substantif bagi kelompok masyarakat yang selama ini
terpinggirkan. Hal ini bisa terjdi karena gerakan bantuan hukum di Indonesia merupakan inisiatif
yang didirikan dengan tujuan akses keadilan serta perlindungan hukum dapat diberikan kepada
masyarakat yang kurang mampu, bukan hanya dari segi finansial saja. Gerakan ini bertujuan
untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses
keadilan, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau latar belakang . Gerakan bantuan hukum di
Indonesia dapat ditelusuri setelah kemerdekaan pada tahun 1945.

Setelah pelatihan melalui metode ceramah dan diskusi, hasil post-test menunjukkan
peningkatan signifikan, dimana 19 peserta (90%) telah memahami materi, sedangkan 2 peserta
(10%) masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang
dilaksanakan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dan praktik
Bantuan Hukum Struktural.

Gambar 2. Penutupan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pelatihan pemahaman Bantuan Hukum Struktural
diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di
lingkungan lembaga bantuan hukum, sehingga mampu menjalankan fungsi advokasi hukum
secara lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada perubahan sosial yang berkeadilan
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4. KESIMPULAN

Simpulan yang didapat dari pelatihan pemahaman tentang bantuan hukum struktural
yang dilakukan oleh pengabdi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup
signifikan. Pada tahap pre-test, hanya 8 peserta (38%) yang memiliki pemahaman awal mengenai
konsep Bantuan Hukum Struktural. Namun setelah mengikuti pelatihan melalui penyampaian
materi dan diskusi interaktif, hasil post-test menunjukkan bahwa 19 peserta (90%) telah
memahami konsep dan prinsip Bantuan Hukum Struktural dengan baik.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode pelatihan yang digunakan mampu
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta, baik secara konseptual
maupun dalam konteks praktik advokasi hukum di masyarakat. Selain itu, diskusi yang
berlangsung selama pelatihan juga memberikan ruang bagi peserta untuk bertukar pengalaman
serta memperdalam pemahaman terhadap berbagai persoalan hukum yang sering dihadapi
masyarakat
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